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MENGAPA RP3KP NASIONAL MENDESAK

01
Mandat 
Konstitusional 
Belum Terpenuhi

UU No. 1/2011 mengamanatkan 
RP3KP berjenjang: nasional → 
provinsi → kabupaten/kota. 
Namun Permen  No. 12/2014 
hanya mengatur tingkat provinsi 
& kab/kota — RP3KP Nasional 
belum diatur

02
Kebutuhan 
Perkim Semakin 
Kompleks

Persoalan bukan hanya backlog 
kepemilikan, tetapi juga hunian 
tidak layak, keterjangkauan, 
hunian sewa, pekerja informal, 
lansia, urbanisasi, kawasan 
kumuh, dan kawasan rawan 
bencana.

03
Daerah 
Membutuhkan 
Arah Nasional

RP3KP Provinsi & Kab/Kota 
seharusnya mengacu pada arah 
tingkat atas. 
Tanpa RP3KP Nasional, 
perencanaan daerah berjalan 
tanpa grand design yang 
terpadu
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KEGAGALAN KONSEPTUAL
Tiga Analisis Kegagalan Sistematik

Alokasi APBN didominasi rumah milik (83%), padahal 
kebutuhan masyarakat terbesar justru pada hunian 
sewa (62%) dan rumah sosial (10%).

Kajian 
Kemenkeu dan 
Caritra, 2023

1. Perkim diperlakukan 
sebagai kebijakan 
infrastruktur & mekanisme 
pasar, bukan kebijakan 
sosial. 

2. Pengukuran masih 
bertumpu pada backlog, 
bukan housing deficit 
(kuantitatif, kualitatif, 
aksesibilitas).

3. Belum tepat sasaran 
dengan kebutuhan 
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KEGAGALAN KELEMBAGAAN
Tiga Analisis Kegagalan Sistematik

1. Penyelenggaraan Perkim 
tersebar di 9 K/L, 
masing-masing dengan 
program, anggaran, dan 
sistem data yang berjalan 
sendiri-sendiri. 

2. Tanpa RP3KP Nasional 
sebagai dokumen pengikat, 
kebijakan berkembang 
(policy layering) tanpa 
evaluasi memadai.

PKP

Penyediaan 
hunian

PU

Infrastruktur 
kawasan

ATR/BPN

Pertanahan & 
sertifikasi

Kemendagri

SPM & 
pengawasan 
Pemda

Bappenas

Perencanaan & 
target nasional

BNPB

Hunian pasca 
bencana

Kemenkeu / BP 
Tapera
Pembiayaan 
(FLPP, Tapera, 
SMF)

BPJS 
Ketenagakerjaan
Jaminan 
perumahan 
pekerja

BUMN 
(Perumnas, PP, BTN)

Pelaksana bangun 
& biaya
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KEGAGALAN IMPLEMENTASI DI DAERAH
Tiga Analisis Kegagalan Sistematik

1. SDM belum tersertifikasi (belum memiliki 
perencana Perkim yang baik)

2. Perencanaan berjalan tanpa data defisit 
perumahan yang akurat dan terverifikasi.

3. Sistem informasi belum optimal → tiap 
daerah memakai definisi & metodologi 
berbeda

FORUM PKP

OPD

POKJA

K/L

Studi Kasus: Rumah untuk Warga Baru Asli 
Timor Timur (WBATT) 

Studi Kasus: Pembangunan Hijau di Dusun 
Serut, Bantu 

Riset lapangan Paramita (2026) di tujuh daerah (Palembang, Surakarta, Malang, 
Pekalongan, Sleman, Jawa Barat, dan Pontianak) 
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DAMPAK KETIADAAN GRAND DESIGN  
Indikator Data/Fakta Utama Sumber Implikasi Kebijakan

Defisit Perumahan 
Nasional

9,9 juta unit (2025) BPS, 2025z Intervensi sektoral belum mampu menahan laju 
peningkatan defisit

Anggaran Perkim vs 
Anggaran Lain

0,7% APBN 2025 (Rp19,8 T), dibanding pendidikan 10,6% 
dan kesehatan 4,6%

APBN 2025 
(Kemenkeu); Analisis 
Perkim.id, 2025

Alokasi anggaran belum mencerminkan prioritas 
kebutuhan dasar perumahan

Status RP3KP 
Provinsi

Dari 38 provinsi: 6 belum menyusun, 10 masih dalam 
proses, dan hanya 13 provinsi (34%) yang sudah sampai 
tahap legislasi

Kementerian PKP, 2025 Sebagian besar provinsi belum memiliki RP3KP 
yang berlaku secara hukum, sehingga belum 
memiliki acuan perencanaan Perkim di tingkat 
provinsi

Status RP3KP 
Kabupaten/Kota

Dari ±507 kabupaten/kota: 21% (106) belum menyusun; 
29% (147) masih proses penyusunan; 51% (251) sudah 
menyusun dokumen. Namun hanya 8% (39 kab/kota) yang 
benar-benar tuntas hingga tahap legislasi

Kementerian PKP, 2025 Perencanaan daerah berjalan tanpa arah 
kebijakan nasional (grand design) yang terpadu. 
Mayoritas RP3KP belum berfungsi sebagai 
instrumen perencanaan operasional

Permukiman 
Kumuh

Total kawasan kumuh nasional ±70.352 Ha: pusat kota 
39.049 Ha, provinsi 12.230 Ha, kab/kota 19.072 Ha. 
Mayoritas termasuk kategori kumuh ringan (61.150 Ha), 
namun 246 Ha dalam kondisi berat

Renstra Kementerian 
PKP, 2025–2029

Penanganan masih bersifat parsial dan belum 
berbasis sistem terpadu

Rawan Bencana 165 dari 514 kabupaten/kota (±33%) berada pada indeks 
risiko bencana tinggi

BNPB, 2025 Standar hunian aman bencana belum menjadi 
ketentuan nasional

Indikator Data/Fakta Utama Sumber Implikasi Kebijakan

Defisit Perumahan 
Nasional

9,9 juta unit (2025) BPS, 2025 Intervensi sektoral belum mampu menahan laju 
peningkatan defisit

Anggaran Perkim vs 
Anggaran Lain

0,7% APBN 2025 (Rp19,8 T), dibanding pendidikan 10,6% dan 
kesehatan 4,6%

APBN 2025 (Kemenkeu); Analisis 
Perkim.id, 2025

Alokasi anggaran belum mencerminkan prioritas 
kebutuhan dasar perumahan

Pekerja Informal 
(Non-KPR)

59,42% angkatan kerja (±57,4 juta orang) BPS, 2025 Mayoritas penduduk tidak bisa mengakses KPR 
formal—program utama Perkim

Proyeksi Penduduk Lansia 
2045

22,53% dari total populasi (±75,15 juta jiwa) pada 2050 BPS, Proyeksi Penduduk 
2020–2050

Kebutuhan hunian lansia meningkat, namun belum 
diantisipasi dalam kebijakan nasional

Status RP3KP Provinsi Dari 38 provinsi: 6 belum menyusun, 10 masih dalam proses, dan 
hanya 13 provinsi (34%) yang sudah sampai tahap legislasi

Kementerian PKP, 2025 Sebagian besar provinsi belum memiliki RP3KP yang 
berlaku secara hukum, sehingga belum memiliki acuan 
perencanaan Perkim di tingkat provinsi

Status RP3KP 
Kabupaten/Kota

Dari ±507 kabupaten/kota: 21% (106) belum menyusun; 29% (147) 
masih proses penyusunan; 51% (251) sudah menyusun dokumen. 
Namun hanya 8% (39 kab/kota) yang benar-benar tuntas hingga tahap 
legislasi

Kementerian PKP, 2025 Perencanaan daerah berjalan tanpa arah kebijakan 
nasional (grand design) yang terpadu. Mayoritas RP3KP 
belum berfungsi sebagai instrumen perencanaan 
operasional

Permukiman Kumuh Total kawasan kumuh nasional ±70.352 Ha: pusat kota 39.049 Ha, 
provinsi 12.230 Ha, kab/kota 19.072 Ha. Mayoritas termasuk kategori 
kumuh ringan (61.150 Ha), namun 246 Ha dalam kondisi berat

Renstra Direktorat Jenderal 
Kawasan Permukiman, 
Kementerian PKP, 2025–2029

Penanganan masih bersifat parsial dan belum berbasis 
sistem terpadu

Rawan Bencana 165 dari 514 kabupaten/kota (±33%) berada pada indeks risiko 
bencana tinggi

BNPB, 2025 Standar hunian aman bencana belum menjadi ketentuan 
nasional
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TIGA MOMENTUM RP3KP NASIONAL  

1

MOMENTUM 
KELEMBAGAAN

Kementerian PKP telah berdiri 

melalui Perpres No. 191 Tahun 

2024, dengan mandat yang 

lebih fokus pada perumahan 

dan kawasan permukiman.

2

MOMENTUM 
PERENCANAAN

RPJMN 2025–2029 

menargetkan 3 Juta Rumah, 

tapi APBN hanya mampu 

membiayai ±9%-nya. 91% 

membutuhkan  instrumen 

operasional yang jelas.

3

MOMENTUM 
DEMOGRAFI

Urbanisasi naik 60,7% → 

72,9% (2045); lansia 

diproyeksikan ±75,15 juta jiwa 

pada 2050. Tekanan kebutuhan 

hunian tidak bisa ditunda.
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